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RINGKASAN 
Hukum merupakan suatu peraturan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah atau 

lembaga lain yang mengatur kehidupan, hubungan, dan interaksi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hal ini memainkan peran penting dalam melindungi hak asasi 

manusia dan keadilan sosial, karena tanpa kerangka hukum, kesenjangan dan 

penindasan dapat meningkat. Sistem penegakan hukum memberikan dasar bagi 

respon, pencegahan, dan sanksi terhadap pelanggar. Penulis sedang mengkaji 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 dengan 

fokus pada implementasi dan dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap peraturan tersebut, meningkatkan pelayanan 

imigrasi, dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut, sehingga berkontribusi 

pada sistem imigrasi yang lebih efisien. Penelitian ini menggunakan gabungan 

metode normatif dan empiris untuk menganalisis dampak Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 terhadap paspor. Penelitian 

ini menggunakan data dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo dan 

menggunakan teori-teori seperti Positivisme Hukum, Teori Sosial, Konstruktivisme 

Sosial, dan Realisme Hukum. Penelitian menekankan pertanyaan penelitian yang 

jelas dan metode pengumpulan data yang akurat. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI 

Ponorogo di Indonesia menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 18 Tahun 2022 yang mengamanatkan masa berlaku paspor selama 

10 tahun. Perubahan kebijakan ini akan berdampak pada seluruh layanan imigrasi 

di Indonesia, termasuk perkantoran. Prosesnya meliputi pemutakhiran sistem dan 

pemberian bimbingan teknis kepada petugas. Kantor telah menghubungi pemangku 

kepentingan untuk menginformasikan calon pelamar. Aturan tersebut bisa saja 

mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena meningkatnya 

frekuensi perpanjangan paspor, namun bisa bertambah karena adanya perubahan 

masa berlaku. Peningkatan pengawasan terhadap WNI pemegang paspor dapat 

meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan paspor. 
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